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Abstract

This study is conducted in thrce provinces, West Java, South Sulawesi and West
Nuca Tenggara, which represent different cultural background, using secondary data
namely marital verification forms (MVF). From methodological point of view this
study finds that MVF ean be used as data sources in analysing age of marriage inspite
of using population census or national surveys.

The result of previous studies have not been confirmed by this study. Mean age
at first marriage in West Java is not the lowest, but is West Nusa Tenggara. In
addition South Sulawest is always the highest. Cultural backgrounds such as dowery
in South Sulawesi which is the highest among the prownces and the tradition of
elopement in West Nusa Tenggara are very important in explaining the variation of
age at first marriage. However education has also an important role as independent

variable for age at first marriage.

Pendahuluan

Ada semnentara pendapat yang
mengatakan bahwa studi perkawinan
termasuk usia perkawinan, perceraian,
dan perkawinan ulang merupakan
ruang gerak penelitian antropologi.
Anggapan ini sebetulnya tidak
seluruhnya benar, mengingat studi
antropologi perkawinan lebih menitik

beratkan pada masalab atau aspek
ritual dan nilai-nilai tradisionalnya.
Dari sisi lain, studi antropologi
seringkali belum mengaitkan faktor
atau variabel kependudukan.

Usia kawin sangat menarik untuk
diteliti dalam kaitannya dengan studi
fertilitas. Davis dan Blake (1956),
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misalnya, mengemukakan bahwa
faktor usia kawin pertama sangat
penting sebagai variabel antara, yaitu
variabel yang secara langsung mem-
pengaruhi fertilitas. Untuk negara-
negara yang program keluarga
berencananya belum secara me-
nyeluruh dilaksanakan, usia kawin
pertama merupakan faktor yang
dominan dalam menerangkan variasi
fertilitas (BPS, 1980). Dalam kasus
semacam ini, usaha untuk menurunkan
angka fertilitas dapat dilakukan
melalui penundaan usia kawin. Hal itu
paling tidak juga tercermin dalam
tulisan Malihus. Untuk mengendalikan
jumlah penduduk, Malthus tidak
menganjurkan pemakaian alat
kontrasepsi yang sudah dikenal pada
zamannya. Melalui bukunya yang
diterbitkan pada tahun 1798, ia
mengemukakan bahwa satu-satunya
cara untuk menekan angka fertilitas
adalah dengan menunda perkawinan
(moral restrain).

Pendapat Malthus dewasa ini
memperoleh dukungan dari para ahli
kependudukan. Indonesia yang telah
berhasil dalam melaksanakan keluarga
berencana bukan berarti mengabaikan
variabel usia kawin dalam rangka
menurunkan angka fertilitas. Usaha
menurunkan angka fertilitas dengan
hanya menggantungkan diri pada
ibu-ibu berstatus kawin akan
mengalami kesukaran tanpa upaya
mengubah pola perkawinan. Artinya
usaha untuk menurunkan angka
fertilitas dengan keluarga berencana
perlu didukung oleh usaha meningkat-
kan usia kawin. Paling tidak dengan
peningkatan usia kawin, maka masa
usia subur menjadi lebih pendek.
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Karena hal-hal tersebut, faktor-
faktor yang mempengaruhi usia kawin
sangat perlu dikaji. Dengan
mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi usia kawin dapat
dilakukan intervensi kebijaksanaan
dalam rangka menurunkan angka
kelahiran. Di samping itu, selama
beberapa tahun terakhir ini terjadi
kekosongan dalam studi usia kawin
sehingga informasi yang paling baru
mengenai hal tersebut sangat sulit
didapat. Oleh karena itu, studi
mengenai usia kawim pertama sangat
dibutuhkan.

Dari sisi lain, pendewasaan usia
kawm tidak hanya bermanfaat dalam
menurunkan angka fertilitas, tetapi hal
tersebut juga berkaitan dengan aspek
sosial psikologis, kesehatan, dan
ekonomi. Perkawinan merupakan
salah satu tahap penting dalam siklus
hidup warita dan juga pria. Perubahan
dari status lajang menjadi "kawmn"
mempunyai konsekuensi terhadap
kehidupan selanjutnya, misalnya
dalam hal pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari yang bersifat materiil
maupun nonmateriil. Sebagai ilustrasi,
perkawinan usia muda biasanya
berkaitan dengan ketidaksiapan
pasangan secara sosial, psikologis, dan
ekonomi. Akibatnya, seringkali kawin
usia muda membawa dampak
terhadap kesehatan ibu, terutama saat
melahirkan dan juga kesehatan bayi
dan anak. Dalam skala makro, daerah
yang mempunyai rata-rata usia kawin
pertama nuda, pertumbuhan rumah
tangganya relatif lebih cepat
dibandingkan dengan daerah yang
mempunyai rata-rata usia kawin
pertama lebih tua. Hal ini berakibat
terhadap penyediaan rumah dan



fasilitas rumah tangga lainnya.
Memperhatikan penjelasan tersebut,
maka usaha untuk meningkatkan usia
kawin tidak hanya bermanfaat dari segi
demnografis, tetapi juga mencakup
aspek yang lebih luas.

Masalah lain yang berkaitan dengan
studi mengenai usia kawin adalah
pemanfaatan sumber data. Sejauh ini
analisis data sekunder untuk studi
tersebut biasanya menggunakan data
sensus maupun survai (BPS, 1980).
Data yang langsung berkaitan dengan
perkawinan, baik yang ada di KUA
maupun Catatan Sipil belum atau
bahkan sangat jarang dimanfaatkan.
Dengan demikian penggunaan data
tersebut mempunyai manfaat yang
cukup tinggi sebagai academic exercise.

Sejauh ini studi tingkat dan pola
usia kawin di Indonesia relatif masih
terbatas. Demikian juga halnya dengan
studi yang menekankan pada analisis
terhadap  faktor-faktor = yang
mempengaruhi usia kawin. Disamping
itu, kebijaksanaan untuk pendewasaan
usia kawin yang telah dilaksanakan
selama ini masih belum mencapai
sasaran yang diharapkan, terutama di
daerah-daerah tertentu. Hal ini antara
lain disebabkan adanya banyak variasi
rata-rata usia kawin terendah dari
masing-masing daerah yang berkaitan
dengan normaataubudaya masyarakat
serta kondisi daerah setempat.
Demikian juga halnya pengaruh
faktor-faktor sosial ekonomi terhadap
usia kawin tidak sama di berbagai
daerah atau propinsi.

Kenyataan lain yang berkembang
selama ini adalah bahwa studi
mengenai usia kawin lebih ditekankan
pada wanita karena secara langsung
berkaitan dengan fertilitas. Perlu
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dicatat bahwa usia kawin pria secara
tidak langsung juga dapat
mempengaruhi fertilitas. Pendewasaan
usia kawin pria. akan mempengaruhi
kedewasaan rumah tangga, yang
berarti pula akan mmeningkatkan
stabilitas rumah tangga. Hal ini akan
menyebabkan turunnya tingkat
perceraian sehingga perkawinan ulang
akan berkurang dan akibatnya akan
menurunkan tingkat fertilitas. ‘
Oleh karena itu, studi mengenai
tingkat, pola, dan determinan usia
kawin baik wanita maupun pria
menjadi sangat penting untuk
dilakukan dalain rangka memberikan
masukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang imnuncul dalam
pendewasaan usia kawin.

Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan salah satu
lembaga penting bagi manusia. Melalui
perkawinan terbentuk keluarga, yakni
salah satu unit sosial yang terpenting
dalain masyarakat. Salah satu aspek
dari studi perkawinan yang penting
adalah usia kawm, terutamna dalain
kaitannya dengan variabel demografi.
Usia kawin merupakan masalah sosial
dan perilaku manusia yang perlu
mendapat perhatian sebab hal itu erat
kaitannya dengan fertilitas.

Perhatian para ahli demografi
terhadap bidang studi perkawinan
mulai muncul setelah perang dunia
kedua berakhir, yaitu pada saat terjadi
penurunan usia kawin di negara-
negara maju. Bloom dan Reddy (1984)
mengatakan bahwa usia kawin
berpengaruh kuat pada fenomena
demografi, sosial, dan ekonomi.
Sebaliknya, wusia kawin juga
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dipengaruhi oleh variabel demografi
sosial dan ekonomi. Biro Pusat Statistik
Indonesia (1980) mengungkapkan
argumen dari beberapa ahli tentang
mengapa di negara-negara maju telah
terjadi penurunan usia kawin. Ada
anggapan yang menyebutkan bahwa
penurunan usia kawin disebabkan oleh
kemnajuan dan perkeinbangan ekonomi
yang cukup cepat (economic prosperity)
sehingga kesempatan untuk menerus-
kan sekolah maupun untuk inendapat-
kan pekerjaan tidak tertutup atau
terhalang setelah melangsungkan
perkawinan. Hal lain yang inendorong
penurunan usia kawin adalah
berkurangnya hambatan keuangan,
baik untuk pemnbayaran mnaskawin
maupun untuk jaminan hidup sesudah
perkawinan. Kebalikan dari gejala usia
kawin tersebut adalah gejala
perceraian.

Di negara-negara maju semnula
jarang terjadi perceraian, tetapi
sesudah tahun enam puluhan sering
terjadi. Davis (1956) menyatakan
bahwa gejala ini disebabkan oleh
urbanisasi dan industrialisasi,
meskipun yang terjadi di Jepang adalah
sebaliknya. Beberapa peneliti yang laim
menyatakan bahwa gejala kenaikan
persentase perceraian adalah akibat
dari semnakin meningkatnya kebebasan
dan kemnandirian wanita di satu pihak,
dan di lain pihak suami atau pria nasih
ingin memnpertahankan dominasinya.

Dixon (1971) menyatakan bahwa
gejala yang terjadi di negara-negara
seperti dilukiskan di atas tampaknya
kurang mendapat dukungan dari
penelitian di negara berkemnbang.
Dewasa ini pemnbangunan sosial dan
ekonomni justru merupakan peng-
hambat perkawinan sehingga terjadi
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kecenderungan kenaikan usia kawin,
meskipun terjadihal yang sebaliknya di
beberapa daerah, terutama di
pedesaan. Salah satu contoh yang
paling jelas adalah kesempatan untuk
sekolah yang semakin tinggi telah
menyebabkan penundaan usia kawin
karena meningkatnya keinginan
penduduk untuk dapat mengenyam
pendidikan setinggi-tingginya. Bogue
(1969), Yaukey dan Thorsen (1971) dan
Smith (1975) melaporkan bahwa
faktor-faktor utama dari modernisasi
seperti urbanisasi, pendidikan, dan
pekerjaan menyebabkan penundaan
perkawinan yang berarti faktor-faktor
tersebut mempunyai pengaruh
terhadap usia kawin pertama.

Pada dasawarsa 1970-an dan
1980-an ternyata banyak perubahan
dalan1 pola perkawinan di beberapa
negara ASEAN. Hal itu tamnpak
terutama pada kecenderungan terjadi-
nya peningkatan rata-rata usia kawin
dan kesempatan yang lebih luas bagi
gadis untuk memainkan peranan yang
lebih penting dalam pemilihan jodoh
(Jones, 1987).

Indonesia, sebagaiinana negara-
negara ASEAN lainnya juga
mengalami peningkatan rata-rata usia
kawin pertamna. Pada tahun 1971
rata-rata usia kawin pertama di
Indonesia tercatat 19,6 dan pada tahun
1980 adalah 20. Angka ini mneningkat
lagi menjadi 21,9 tahun pada tahun
1990. Sementara itu, usia kawin
pertama di nasing-mnasing propinsi
pada periode 1971-1990 sangat
bervariasi. Rata-rata usia kawin
pertama terendah selama kurun waktu
20 tahun tersebut adalah Propinsi Jawa
Barat, yaitu 18 pada tahun 1971, 18,6
pada tahun 1980, dan 20,4 pada tahun



1990. Untuk rata-rata usia kawin
tertinggi di tingkat propinsi pada tahun
1971 adalah di Propinsi Bali, yaitu 23,6
tahun. Pada tahun 1980 dan 1990,
rata-rata usia kawin tertinggi tercatat di
Propinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu
24,1 dan 24,8 tahun (BPS, 1993). Data
mengenai perkembangan usia kawin
tersebut bisa terlihat pada Tabel 1.
Peningkatan usia kawin tersebut
tidak lepas dari usaha pemerintah,
salah satunya adalah dengan
disahkannya UU No. 1 Tahun 1974
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tentang usia perkawinan. Di samping
itu secara umum ada beberapa faktor
yang mempengaruhi usia kawin,
antara lain norma usia kawin atau
tradisi yang berlaku dalam masyarakat.
Dewasa ini peneliti 1asalah
kependudukan nakin tertarik pada
pengaruh faktor sosial-ekonomi,
seperti tempat tinggal waktu kecil atau
latar belakang tempat tinggal,
pendidikan, status pekerjaan, agama,
perbedaan umur suami dan istri, dan
lain-lain.

Tabel 1.
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita 1971, 1990, dan 1990 menurut Propinsi

No Propinsi 1971 1980 1990
1. Dl Aceh 197 209 2238
2. Sumatra Utara 21,0 220 23,7
3. Sumatra Barat 20,3 20,9 23,0
4. Riau 20,0 210 223
5. Jambi 18,6 194 21,0
6. Sumatra Selatan 20,0 211 221
7. Bengkulu 20,0 19,9 21,2
8. Lampung 18,0 19,0 209
9. DKlJakarta 20,7 23 24,3
10. Jawa Barat 18,0 18,6 20,4
11. Jawa Tengah 19,1 20,0 21,5
12. Di Yogyakarta 21,9 230 246
13. Jawa limur 18,9 196 213
14. Bali 23,6 21 225
15. NTB 20,3 21,0 215
16. NTT 23,0 241 248
17. Timer Timur - 235
18. Kalimantan Barat 215 213 220
19. Kalimantan Tengah 20,2 20,0 211
20. Kalimantan Selatan 194 19,8 21,8
21. Kalimantan Timur 19,9 20,9 225
22. Sulawesi Utara 230 229 23,5
23. Sulawesi Tengah 21,0 215 222
24. Sulawesi Selatan 21,5 27 246
25. Sulawesi Tenggara 208 21,0 22,0
26. Maluku 22,7 226 234
27. liran Jaya 215 2,0 2,9

indonesia 196 20,0 21,9

Sumber: BPS, 1993,
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Penelitian-penelitian yang dilaku-
kan di Indonesia seperti misalnya oleh
Singarimbun dan Manning (1974), serta
Soeradji (1982) juga yang mendukung
hipotesis-hipotesis yang dikemukakan
oleh Bogue, Yaukey dan Thorsen, dan
Smith, yaitu bahwa pendidikan
merupakan faktor yang cukup
dominan dalam menentukan usia
kawin seorang gadis (Soeradji, 1982).
Hal ini mungkin disebabkan oleh
kenyataan bahwa pendidikan
(penyelesaian pendidikan) sering
digunakan sebagai alasan untuk
menunda perkawinan. Dalam
kehidupan sehari-hari sermg didengar
alasan seorang gadis yang akan
dikawinkan seperti "masih ingin
sekolah terus", "biar sekolahnya tamat
dulu", dan sebagamya.

Di beberapa daerah di Indonesia
masih terdapat tradisi menikahkan
anak gadis pada usia muda. Disamping
rendahnya usia kawin, di Indonesia
juga terdapat kelaziman pengaturan
pasangan oleh orang tua terutama bagi
gadis-gadis. Dari studi di suatu daerah
di Jawa Tengah, Singarimbun dan
Manning (1974) melaporkan bahwa 23
persen dari perkawinan pertama yang
diteliti adalah perkawinan berdasarkan
pilihan orang tua. Gejala semacam ini
berangsur-angsur mulai berkurang di
kalangan penduduk berpendidikan
lebih tinggi, meskipun persetujuan dari
orang tua tetap dianggap hal yang
penting dan diutamakan. Bloom dan
Reddy (1984) menyatakan bahwa usia
kawin muda diasosiasikan terjadi pada
golongan masyarakat dengan tingkat
pendidikan yang rendah, status sosial
rendah, dan rendahnya tingkat
partisipasi angkatan kerja wanita.

Teori transisi demografi secara
implisit menunjukkanbahwa penurun-
an fertilitas berkaitan dengan
perkawinan. Pengalaman di Eropa
Barat, yang merupakan asal atau
sumber dari teori tersebut, menunjuk-
kan bahwa penurunan fertilitas
berjalan sejajar dengan kenaikan usia
kawin. Hal itu diikuti oleh
kecenderungan meningkatnya propor-
si wamita yang tidak kawin. Dengan
demikian, pada tahap ketika
kontrasepsi belum secara luas
digunakan, peningkatan usia kawin
merupakan variabel pentmg dalam
menurunkan fertilitas secara berarti.
Perlu dicatat pula bahwa dalam situasi
keluarga berencana yang sudah
diterima secara luas, usia kawm masih
memegang peranan yang cukup
penting dalam penurunan angka
fertilitas. Alasannya adalah bahwa
peningkatan usia kawin wanita berarti
memperpendek masa subur. Selama ini
usaha peningkatan usia kawin di
Indonesia ini menemui beberapa
hambatan di samping juga adanya
faktor penunjang/pendorong. Faktor
penghambat tersebut antara lain
adanya kesulitan dalam penyampaian
informasi, tradisi yang kuat, isolasi
tempat tinggal, dan masalah-masalah
sosial lainnya. Faktor-faktor yang
menunjang antara lain semakin
majunya pendidikan, baik formal
maupun nonformal, pengaruh media
massa yang semakin maju, pengaruh
dari para tokoh masyarakat yang telah
menerima pembaharuan, pemahaman
program kependudukan pada masya-
rakat luas, dan semakin tmgginya
kesadaran masyarakat terhadap
Undang-Undang Perkawinan.



Berdasarkan teori transisi
demografi dapat dipahami pula bahwa
perubahan fertilitas dan mortalitas
mengikuti proses industrialisasi atau
modernisasi. Artinya adalah bahwa
perubahan fertilitas erat kaitannya
dengan perubahan kondisi sosial
ekonomi. Sejalan dengan perubahan
yang terjadi di bidang sosial, ekonomi,
dan budaya terjadi pula pergeseran
pola perkawinan tradisional. Aspirasi
orang meningkat, dan melalui
pendidikan, pekerjaan, serta mobilitas
orang dapat meningkatkan status
sosialnya. Akibatnya adalah intervensi
orang tua dalam pemilihan jodoh
berkurang dan usia kawin makin
tinggi, pemuda-pemudi lebih mudah
bergaul dan lain-lain (Singarimbundan
Manning, 1976; Kasto, 1982 dan 1988;
‘Muliakusuma, 1976; Singarimbun,
1991; Soeradji dan Hatmadji, 1982).
Dengan kata lain, pergeseran pola usia
kawm mengikuti perubahan kondisi
sosial ekonomi. Dalam kasus ini
barangkali perbedaan kondisi ekonomi
antara desa dengan kota dapat
dijadikan penjelas terjadinya
perbedaan usia kawin.

Metode Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini
merupakan analisis data sekunder.
Adapun data yang digunakan diambil
dari Daftar Pemeriksaan Nikah yang
terdapat di Kantor Urusan Agama
tingkat Kecamatan. Di samping itu,
juga dilakukan wawancara mendalam
dengan para tokoh masyarakat
setempat maupun petugas Kantor
Urusan Agama dan Kantor
Departemen Agama setempat guna
memperoleh data akurat terutama
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mengenai masalah yang menyangkut
budaya setempat maupun hal-hal lain
yang belum tercakup dalam data
sekunder. Hasil analisis terhadap data
ini digunakan sebagai pembanding dan
diharapkan dapat memperkaya
interpretasi. Sebagai gambaran umum,
analisis didasarkan atas data Sensus
Penduduk 1971, 1980, dan 1990.

Data dari pencatatan nikah sengaja
digunakan dalam penelitian ini karena
beberapa alasan. Pertama, belum
banyak peneliti yang memanfaatkan
data tersebut, terutama untuk analisis
usia kawin. Kedua, data tersebut dapat
menutupi kelemahan yang ada dalam
data primer, terutama dalam kaitannya
dengan konsistensi antara variabel usia
kawin sebagai variabel terpengaruh
dan variabel sosial ekonomi sebagai-
variabel pengaruh. Keuntungan lain
dari data tersebut adalah
dimungkinkannya analisis usia kawin
pria yang sejauh ini sangat jarang
dilakukan.

Penelitian ini dilakukan di tiga
propinsi, yaitu Jawa Barat, Nusa
Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.
Tiga propinsi ini diharapkan mewakili
tiga kultur yang berbeda, yang
diperkirakan mempunyai kaitan
dengan usia kawin. PropinsiJawa Barat
merupakan representasi dari etnis
Sunda, Nusa Tenggara Barat mewakili
Suku Sasak dan Sulawesi Selatan dari
Suku Bugis. Perlu dicatat bahwa dalam
kenyataannya sangat sulit untuk
memperoleh daerah di masing-masing
propinsi yang memang benar-benar
mewakili kultur masing-masing suku.

Setiap propinsi diwakili oleh dua
kecamatan, yaitu kecamatan yang
bercirikan desa rural dan desa urban.
Kriteria desa rural dan urban
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sepenuhnya didasarkan atas definisi
BPS. Sampel diambil dengan cara quota
sampling. Dari tiap propinsi diambil
minitnum 600 responden (300
pasangan suarmi istri) yang terdiri 150
pasangan dari pedesaan dan 150
pasangan dari daerah perkotaan untuk
setiap tahun. Responden dipilih secara
acak sederhana. Penelitian ini
menggunakan data tiga tahun terakhir,
yaitu 1991, 1992, dan 1993. Dengan
demikian, untuk tiga propinsi akan
terdapat 2700 responden. Penggunaan
data tiga tahun ini diharapkan dapat
untuk 1nelihat perkembangan usia
kawin setelah Sensus Penduduk 1990.
Pemilihan lokasi penelitian di setiap
propinsi ini sejauh inungkin terutama
didasarkan pada kesamnaan suku
bangsa sehingga tidak ada kerancuan
(bias) dalam analisis antara perbedaan
daerah desa - kota dan suku bangsa
yang berbeda.

Dalam analisis, variabel yang
digunakan sebagai variabel ter-
pengaruh adalah usia kawin pertama.
Sementara itu, yang diguna- kan
sebagai variabel pengaruh yaitu
~ variabel sosial ekonomi dan budaya.
Perincian variabel yang akan dikaji
didasarkan pada ketersediaan data,
antara lam tingkat pendidikan, teinpat
tinggal (kota/desa), dan pekerjaan.
Analisis dilakukan secara ‘deskriptif
analitis dengan menggunakan tabel
silang ataupun inetode statistik
sederhana. :

Pola Usia Kawin inenurut Jenis
Kelamin dan Tempat Tinggal

Sebagai gambaran makro di tingkat
propinsi akan dibahas mengenai
rata-rata usia kawin pertama di tiga
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propinsi yang didasarkan pada data
dari Sensus Penduduk 1971, 1980, dan
1990. Penggunaan data ini dimaksud-
kan untuk memperoleh gambaran
makro mengenai pola usia kawin di
daerah penelitian.

Tabel 2memperlihatkan secara jelas
bahwa rata-rata usia kawin pertama
laki-laki di Sulawesi Selatan adalah
paling tinggi, disusul oleh Nusa
Tenggara Barat dan Jawa Barat, kecuali
pada tahun 1990 untuk kota dan
kota+desa yang menunjukkan bahwa
rata-rata usia kawin laki-laki di Nusa
Tenggara Barat lebih rendah
dibandingkan dengan Jawa Barat. Hal
ini disebabkan karena pada periode
1980-1990 usia kawin pertama laki-laki
di Nusa Tenggara Barat di kota
mengalami penurunan, sementara di
dua propinsi lainnya mengalami
kenaikan. Atau dengan kata lain bahwa
selama periode 1980-1990 peningkatan
usia kawin laki-laki di Jawa Barat lebih
cepat dibandingkan dengan di Nusa
Tenggara Barat.

Hal yang sama juga terlihat untuk
rata-rata usia kawin perempuan.
Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai
angka tertinggi dan disusul oleh Nusa
Tenggara Barat dan terakhir adalah
Jawa Barat. Kecuahi pada tahun 1971
yang menunjukkan angka di propinsi
Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan
dengan Nusa Tenggara Barat,
meskipun selisihnya tidak besar.
Kesimpulan lain yang bisa dilihat dari
Tabel 2 adalah bahwa terjadi
diferensiasi rata-rata usia kawin
menurut jenis kelamm dan tempat
tinggal. Terlihat dengan jelas bahwa
usia kawin laki-laki lebih tinggi
dibandingkan dengan perempuan.
Usia kawin perempuan di Jawa Barat
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Tabel 2.
Rata-Rata Usia Kawin Pertams menurut Jenis Kelamin dan Lokasi (Kota/Desa)
di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahkun 1971, 1980, dan 1990

Propinsi/ Kota Desa Kota+Desa

Jenis Kelamin 1971 1990 1990 1971 1990 1990 1971 1980 1990
Jawa Barat

Pria 252 251 239 217 221 231 223 229 242

Wanita 206 209 224 174 177 166 179 165 202
NTB

Pria 252 257 256 230 231 232 232 236 236

Wanita 235 201 227 191 201 235 192 203 210
Sulawesi Selatan

Pria 253 235 276 232 237 252 236 245 259

Wanita 221 2386 253 203 214 229 206 219 236
Indonesia

Pria 257 259 269 234 235 244 239 241 253

Wanita 212 219 235 169 194 205 194 201 216

Keterangan: Rata-rata Usia Kawin Pertama dihitung dengan Metode Hajnal, dari hasil Sensus

Penduduk 1971, 1960, dan 1990

mencapai di atas 20 baru pada tahun
1990, sementara untuk laki-laki sudah
terjadi sejak tahun 1971. Di samping itu
usia kawin di kota lebih tinggi
dibandingkan di desa.

Hal lain yang menarik adalah
bahwa ternyata Nusa Tenggara Barat
mengalami kenaikan usia kawin yang
paling lambat selama periode
1971-1990, yaitu 2,59 persen untuk
laki-laki dan 9,38 persen untuk
perempuan. Peningkatan yang paling
cepat tercatat di Sulawesi Selatan, yaitu
14,56 persen untuk perempuan dan 8,82
untuk laki-laki, disusul oleh Jawa Barat
dengan 12,85 persen untuk perempuan
dan 8,52 persen untuk laki-laki. Hal ini
yang kemnudian mnenyebabkan usia
kawin laki-laki di Nusa Tenggara Barat
pada tahun 1990 lebih rendah
dibandingkan dengan Jawa Barat.

Kesiinpulan bahwa Jawa Barat
mempunyai angka usia kawin yang
paling rendah diantara tiga propinsi
juga secara implisit terlihat dari Tabel 3.
Propinsi Jawa Barat merupakan
propinsi dengan persentase paling
tinggi bagi wanita yang kawin di
bawah usia 16 tahun meskipun selarua
periode 1980-1990 telah menunjukkan
penurunan. Baik pada tahun 1980
maupun 1990 lebih dari separo wanita
diJawa Barat kawin pada usia dibawah
16 tahun (58,77 persen tahun 1980 dan
50,81 persen pada tahun 1990).
Semnentara itu di Nusa Tenggara Barat
angkanya sangat rendah (21,44 persen
tahun 1980 dan 18,62 persen pada tahun
1990). Demikian juga halnya dengan
Sulawesi Selatan (30,81 persen tahun
1980 dan 24,42 persen tahun 1990).
Sebaliknya persentase wanita yang
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Tabel 3.

Perkawinan Pertama pada Wanita di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahun 1980 dan 1990

Kota Desa Kota + Desa
Umur 2
Kawin 1980 1990 1980 1990 1980 1990
Jabar NTB Sulsel Jabar NTB Sulsel Jabar NTB Suisel Jabar NTB Sulsel Jabar NTB Sulsel Jabar NTB Suisel
<15 17,3 5,1 104 14,3 4,6 7.7 24,3 42 8,8 221 2,9 57 23,0 42 8,9 19,7 3,2 6,1
15 15,4 9,5 11,6 12,3 6.8 9,5 24,3 9,0 11,5 19,4 6,0 9,4 22,6 9,0 12,9 17,2 6,1 94
16 12,1 8,9 9,0 112 9,7 87 134 8,1 9,0 15,2 93 9,0 13,2 8,2 90 140 94 8,9
17 13,4 13,7 11,6 13,0 11,8 11,4 13,2 11,6 12,8 15,5 13,3 13,3 13,3 11,9 12,6 14,7 13,1 12,9
18 10,8 14,9 10,3 10,7 13,5 10,6 8,8 15,4 10,9 10,3 14,6 12,9 9,2 153 12,2 104 144 124
19 7,0 8,8 79 8,6 10,5 9,4 3,6 9,6 75 6,0 13,0 10,2 4.2 9,5 75 6,8 12,6 10,1
20-21 10,6 20,2 16,5 14,0 21,3 17,9 9,8 23,5 19,9 7.6 23,8 21,5 6,8 23,0 19,4 9,6 23,4 20,8
22-24 6,3 8,9 10,1 9.6 134 127 18 8,7 6,3 2,4 10,5 9,5 2,6 8,7 7,0 4,7 11,0 10,2
25-29 34 59 6,9 5,0 6.4 9,3 1,1 6,4 53 1,0 53 6,5 1,6 6,4 5,6 23 5,5 7.1
30 + 1.1 . 22 24 1,1 17 2,7 0,5 1,9 1.9 0,2 11 1,8 0,6 2,0 2,0 0,5 1,2 2,0

Sumber: BPS, 1983 dan 1992.
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kawin-pada usia di atas 20 tahun lebih
tinggi di Nusa Tenggara Barat dan
Sulawesi Selatan dibandingkan dengan
di Jawa Barat. Gambaran ini sekaligus
merupakan indikasi bahwa usia kawin
di Jawa Barat lebih rendah dibanding-
kan dengan dua propinsi lainnya.

Dibandingkan Indonesia secara
umum, usia kawin laki-laki inengalami
perubahan pola. Pada tahun 1971 dan
1980 di kota, misalnya, usia kawin di
tiga propinsi tersebut berada di bawah
Indonesia. Tetapi pada tahun 1990 usia
kawin laki-laki di Sulawesi Selatan
ternyata lebih tinggi dibandingkan
Indonesia. Pencapaian angka yang
lebih tinggi tersebut di desa ternyata
telah dicapai oleh Sulawesi Selatan
sepuluh tahun sebelumnya, yaitu
tahun 1980.

Untuk perempuan polanya mnenjadi
lain. Di kota, misalnya, Propinsi
Sulawesi Selatan telah mempunyai
angka yang lebih tinggi. Demikian pula
halnya di desa. Perkecualiannyaadalah
bahwa Nusa Tenggara Barat juga
mempunyai angka yang lebih tinggi.
Ini berarti bahwa kenaikan usia kawin
di pedesaan Nusa Tenggara Barat pada
periode tersebut lebih cepat dibanding-
kan dengan Indonesia secara
keseluruhan.

Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa
suatu gejala menarik yang menunjuk-
kan kondisi spesifik di Jawa Barat. Di
propinsi ini wanita yang kawin di
bawah usia 16 tahun lebih besar di desa
dibandingkan di kota. Sebagai contoh
pada tahun 1980 tercatat angkanya
61,96 persen di desa dan 44,86 persen di
kota. Demikian pula halnya pada tahun
1990 yang menunjukkan 56,71 persen
di desa dan 37,7 persen di kota.
Sebaliknya di dua propinsi lainnya

Usia Kawin Wanita dan Pria

yang terjadi adalah sebaliknya. DiNusa
Tenggara Barat misalnya, pada tahun
1980 persentase wanita yang kawin
pada usia kurang dari 16 tahun di desa
tercatat 21,19 persen dan di kota 23,47
persen. Sepuluh tahun kemudian
polanya tetap sama, yaitu di desa lebih
rendah (18,17 persen) dibandingkan
dengan di kota (21,04 persen). Hal yang
sama juga terjadi di Sulawesi Selatan.
Hal ini menunjukkan bahwa wanita di
desa Jawa Barat mempunyai kontribusi
yang sangat tinggi terhadap rendahnya
usia kawin di propinsi tersebut.
Sementara itu kontribusi wanita di
Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi
Selatan relatif lebih rendah. Dari sisi ini
maka dalam rangka ineningkatkan usia
kawin di Jawa Barat, wanita pedesaan
menjadi farget group yang sangat
penting.

Tabel 3 juga memberikan indikasi
bahwa telah terjadi kenaikan usia
kawin selarua periode 1980-1990. Hal
ini ditandai dengan menurunnya
jumlah wanita yang kawm pada usia
kurang atau sama dengan 15 tahun.
Penurunan yang paling tajaru tercatat
di Jawa Barat, yaitu dari 45,61 persen
pada tahun 1980 menjadi 36,86 persen
pada tahun 1990. Di Sulawesi Selatan
angkanya menurun dari 21,82 persen
menjadi 15,50 persen, dan di Nusa
Tenggara Barat dari 13,26 persen
menjadi 9,27 persen. Dari angka-angka
tersebut dapat juga dilihat bahwa
meskipun Jawa Barat mengalami
penurunan yang cukup tajani, tetapi
persentase wanita yang kawin pada
usia tersebut masih tinggi, yaitu lebih
dari sepertiga.

Apabila dilihat penurunan
berdasarkan tempat tinggal maka akan
memperlihatkan hasil yang menarik.
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Di semua propinsi menunjukkan
bahwa penurunan persentase wanita
yang kawin pada usia 15 tahun atau
kurang, di desa lebih cepat dibanding-
kan dengan di kota. Ada beberapa hal
yang dapat menjelaskan hal ini.
Pertama adalah kemungkinan bahwa
memang pada dasarnya semakin
banyak wanita di desa yang kawin
pada usia 15 tahun atau kurang. Kedua,
tidak tertutup kemungkinan hal itu
disebabkan oleh semakin banyaknya
migran wanita dari desa ke kota. Di
samping itu tidak tertutup kemungkin-
an bahwa hal ini semata-mata
dipengaruhi oleh perubahan status
daerah dari desa menjadi kota selama
periode 1980-1990. Kemungkinan-
kemungkinan ini perlu dikaji lebih jauh
secara mendalain untuk mmemperoleh

jawaban yang lebih pasti.
Data lain juga menunjukkan adanya
indikasi bahwa telah terjadi

peningkatan usia kawin selamaperiode
1971-1980. Hal itu ditunjukkan oleh
peningkatan persentase penduduk,
baik laki-laki maupun wanita yang
belum kawin, pada usia 15-29 (lihat
tabel 4). Kenaikan tersebut terlihat lebih
tinggi untuk perempuan dibandingkan
dengan laki-laki. Hal ini dapat
digunakan sebagai indikasi bahwa
kenaikan usia kawin perempuan juga
lebih cepat dibandingkan dengan
laki-laki.

Secara umum hasil perhitungan
rata-rata usia kawin pertama dari
catatan perkawinan di KUA
menunjukkan pola yang tidak berbeda
dengan hasil sensus penduduk, yaitu
bahwa usia kawin laki-laki lebih tinggi
dibandingkan dengan perempuan dan
usia kawin di kota lebih tinggi
dibandingkan di desa.
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Salah satu keuntungan dalam
tan daftar pemeriksaan nikah
dari KUA adalah dapat melihat
langsung hubungan antara pendidikan
dan usia kawin. Hal ini sangat sulit
diperoleh dari data sensus penduduk
maupun survai. Di pihak lain formulir
di catatan sipil juga tidak menyediakan
kolom pendidikan. Tabel 5 dan 6
memuat gambaran secara rinci
mengenai rata-rata usia kawin laki-laki
dan perempuan menurut pendidikan
dan tempat tinggal.

Dari tabel tersebut dapat diamati
bahwa pada tahun 1991 di semua
propinsi jumlah kasusnya sangat kecil.
Hal ini disebabkan pada tahun 1991
hampir semua formulir yang
digunakan untuk pemeriksaan
pernikahan tidak mencantumkan
pendidikan. Akibatnya hanya sebagian
kecil yang memuat pendidikan karena
menggunakan formulir baru. Dengan
demikian data tahun 1991 tidak dapat
dibandingkan dengan tahun 1992 dan
1993. Untuk tahun 1992 dan 1993,
jumlah kasus yang lebih kecil
disebabkan karena terdapat calon
mempelai yang tidak mengisi kolom
pendidikan dalam daftar pemeriksaan
pernikahan. '

Dengan nengabaikan tahun, yaitu
melihat total kasus selamna tiga tahun,
nampak adanya kecenderungan
hubungan yang positif antara
pendidikan dan rata-rata usia kawin
laki-laki mnaupun perempuan. Artinya
adalah semakin tinggi pendidikan
semakin tinggi usia kawin. Hasil ini
sekaligus dapat digunakan untuk
memperkuat hasil penelitian yang lain
bahwa pendidikan merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi
peningkatan usia kawin.



Tabel 4.
Persentase Penduduk yang Belum Kawin Menurut Golongan Umur dan Tempat Tinggal di Jawa Berat, NTB, dan Sulawasi Sulatan, Tehun 1971, 1980, dan 1980

Kota Desa Kota + Desa
Umur 1971 1980 1990 1971 1990 1990 1971 1990 1990
Jabar NTB Sulsel Jabar NTB Suisel Jabar NTB Sulsel Jabar NTB Suisel Jabar NTB Sulsel Jabar NTB Sulsel Jabar NTB Sulsel Jabar NTB Sulsel Jabar NTB Sulset
Pria

15-19 970 975 960 977 961 972 960 967 980 94 836 91,5 933 961 947 966 967 966 923 942 926 945 966 933 935 964 971
20-24 699 710 730 678 744 770 769 766 839 371 466 525 397 502 838 519 525 691 429 61,1 578 475 947 604 626 503 743
2520 © 299 291 300 258 301 401 351 36 1 67 1172 179 13 155 169 129 159 209 92 181 202 MN5 176 235 213 200 365
30-34 90 68 M1 77 102 159 107 94 190 22 66 63 14 58 60 40 67 N4 31 68 72 27 64 96 85 11 135
35-39 44 53 52 27 36 59 48 51 102 16 28 36 06 26 3I5 24 36 57 16 29 39 10 28 39 33 40 87
40-44 30 56 38 15 12 32 35 45 66 15 36 26 03 21 26 19 36 48 1,7 38 28 05 20 27 24 40 82
4549 24 32 29 10 26 32 28 61 49 14 30 285 02 20 18 18 32 39 15 3JI0 26 04 21 20 21 38 4

Wanila .
15-19 735 790 813 773 829 857 862 899 B27 420 691 M, 462 750 774 614 610 989 470 701 733 943 764 734 7S5 929 818
20-24 294 204 416 282 321 510 440 468 835 49 169 258 64 220 328 124 238 444 79 180 200 N5 227 389 248 25 53
2529 76 97 182 100 101 236 135 156 31 10 53 96 15 66 147 23 66 2091 18 656 12 33 71 164 64 81 234
30-34 33 66 80 39 48 142 45 55 172 06 25 54 07 37 81 07 32 108 09 28 58 13 3B 82 21 36 124
35-39 21 60 45 20 44 99 27 48 124 04 13 40 03 24 47 04 23 72 06 16 41 06 27 56 12 27 83
40-44 12 60 44 14 29 72 18 40 96 04 22 40 03 26 37 04 20 55 05 25 41 05 27 43 08 23 64
4549 10 44 30 11 21 43 12 21 66 04 27 40 02 18 31 03 19 39 05 28 38 04 19 33 08 13 45

Sumber: BPS, 1973, 1883, dan 1992.
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Tabel 5.
Rata-Rata Usia Kawin Pria Berdasar Tingkat Pendidikan
di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahun 1991, 1992, dan 1993

lawesi
Pendidikan Jawa Barat NTB Sulawesi Selatan
1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993

sb 2,6 232 239 23,2 23,0 23,1 23,6 229 233
SMP 23,6 237 235 240 235 23,8 20,5 229 247
SMA + 26,1 25,6 26,5 25,6 25,1 25,0 279 273 26,9
N 112 221 263 19 298 2n 63 127 232
Keterangan: Diolah dari Daftar Pemeriksaan Nikah Tahun 1991, 1992, dan 1993.

Tabel 6.
Rata-Rata Usia Kawin Wanita Berdasar Tingkat Pendidikan
di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahun 1991, 1992, dan 1993

- Jawa Barat NTB Sulawesi Selatan
Pendidikan
1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993
sD 19,3 19,7 19,9 20,5 20,7 20,6 21,0 20,7 214
SMP 19,3 20,7 201 20,8 20,5 20,6 24,3 21,4 211
SMA + 231 238. 235 243 22,5 221 25,5 234 23,7
N 106 221 263 9 318 278 49 156 245

Dielah dari Daftar Pemeriksdan Nikah Tahun 1991, 1992, dan 1993.

Keterangan:

Apabila diperinci menurut talun
memang ada beberapa perkecualian,
misalnya untuk Jawa Barat, data tahun
1993 menunjukkan bahwa rata-rata
usia kawin pria yang berpendidikan
SMP justru lebih rendah dibandingkan
dengan yang berpendidikan SD ke
bawah. Untuk data tahun 1991,
Sulawesi Selatan menunjukkan adanya
perkecualian, yaitu pria yang
berpendidikan SMP mempunyai
rata-rata usia kawin yang lebih rendah
dibandingkan dengan mereka yang
berpendidikan SD ke bawali. Selain
kedua perkecualian tersebut, secara
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umuin dapat diamnbil kesimpulan
bahwa pendidikan yang dicapai
berpengaruh terhadap usia kawin.

Berdasarkan uraian tersebut inaka
usaha untuk meningkatkan usia kawin
pertamna melalui pendidikan dapat
dilakukan dengan mendorong’
penduduk untuk menempuh
pendidikan sainpai dengan SLP. Dalain
hal ini kebijaksanaan wajib belajar
(wajar) 9 tahun yang telah dicanangkan
merupakan suatu hal yang tepat bila
dikaitkan dengan pendewasaan usia
kawin. :



Rata-rata Usia Kawin menurut
Pekerjaan

Usaha untuk melihat perbedaan
usia kawin menurut pekerjaan
mengalami kesulitan ketika akan
mengklasifikasikan pekerjaan
mempelai. Dari evaluasi terhadap
pengisian daftar pemeriksaan nikah
diperoleh kasimpulan bahwa pengisian
kolom pekerjaan tidak mengacu
kepada klasifikasi yang sudah standar,
lapangan, jenis, atau status pekerjaan.
Pada umumnya pengisiannya merupa-
kan mix (campuran) dari ketiga kriteria
tersebut. Akibatnya dalam membuat
klasifikasi juga terkesan gado-gado.

Untuk mempermudah analisis,
pertama kali pekerjaan akan dibedakan
antara yang bekerja dan tidak bekerja.
Kemudian dalam analisis berikutnya
bagi yang bekerja dibedakan menurut
sektor Pertanian, Jasa, Buruh, dan
Pegawai Negeri/ABRI. Adapun yang
termasuk dalam jasa sebenarnya
adalah "tukang". Jadi, cirinya memang
dapat dibedakan dengan pegawai
negeri atau ABRI yang sebenarnya bisa
masuk ke dalam Jasa.

Berdasarkan pembagian yang
pertama, tampak jelas kecenderungan
umum yang muncul adalah bahwa
mereka yang bekerja mempunyai
rata-rata usia kawin yang lebih tinggi
dibandingkan dengan yang tidak
bekerja. Hal ini berlaku untuk laki-laki
maupun perempuan. Perbedaan yang
siguifikan antara usia kawin orang
yang bekerja dan tidak bekerja hanya
dijumpai di Jawa Barat. Artinya adalah
bahwa aktivitas seseorang mempunyai
pengaruh terhadap peningkatan usia
kawin. Setiap usaha untuk mengatasi
pengangguran di propinsi ini dengan

- Usila Kawin Wanita dan Pria

demikian juga akan mempunyai
dampak terhadap pendewasaan usia
kawin. Sementara itu di propinsi
lainnya tidak signifikan.

Meskipun secara umum mereka
yang bekerja mempunyai rata-rata usia
kawin yang lebih tinggi dibandingkan
dengan yang tidak bekerja, tetapi ada
kecenderungan yang bersebalikan
dalam beberapa kasus. Di Jawa Barat
pada tahun 1991 di desa dan tahun 1993
di kota menunjukkan bahwa laki-laki
yang tidak bekerja justru mempunyai
rata-rata usia kawin yang lebih tinggi
dibandingkan dengan yang bekerja.
Hal yang sama juga terjadi untuk
laki-laki di desa NTB pada tahun 1991
dan 1993 serta laki-laki didesa Sulawesi
Selatan pada tahun 1992. Oleh karena
perbedaan yang tidak bermakna maka
klasifikasi pekerjaan ini tidak mampu
menjelaskan perbedaan usia kawin.

Pada pembagian yang kedua ada
kecenderungan umum  yang
menunjukkan bahwa mereka yang
bekerja sebagai pegawai negeri atau
ABRI mempunyai rata-rata usia kawin
yang paling tinggi dibandingkan
pekerjaan yang lain. Rata-rata usia
kawin yang paling rendah ditunjukkan
oleh mereka yang bekerja di sektor
pertanian (lihat Tabel 7 dan 8).
Rata-rata usia kawin yang tinggi bagi
pegawai negeri atau ABRI mudah
dipahami karena untuk memasuki
pekerjaan tersebut diperlukan
pendidikan tertentu, dan khusus untuk
ABRI ada peraturan bahwa seseorang
yang telah menyelesaikan pendidikan
militer perlu menunggu dalam jangka
waktu tertentu untuk dapat
melangsungkan perkawinan.

Pembagian yang lebih umum
menunjukkan bahwa rata-rata usia
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Tabel 7.
Rata-Rata Usia Kawin Pria Berdasar Jenis Pekerjaan
di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahun 1991, 1992, dan 1993

. . Jawa Barat NTB Sulawesi Selatan
Jenis Pekerjaan

1991 1992 1992 1991 1982 1993 1991 1992 1992
Tidak Bekerja 249 21,6 25,6 241 23,7 239 240 252 248
Bekerja 24,0 244 247 243 240 238 25,00 253 25,0
Pertanian 21 20 26 233 233 231 28 26 2286
Jasa 26,0 26,7 266 236 247 255 245 26,1 26,2
Swasta 239 244 244 25,1 241 244 26,1 271 26,6
PN/ABRI 27,5 279 276 27,5 27,7 27,0 294 28,7 278
N 316 323 321 341 326 317 253 280 283
Keterangan: Diolah dan Daftar Pemeriksaan Nikah Tahun 1991, 1992, dan 1993.

Tabel 8.
Rata-Rata Usia Kawiu Wanita Berdasar Jenis Pekerjaan
di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahuu 1991, 1992, dan 1993

Jenis Pekerjaan Jawa Barat

NTB Sulawesi Selatan

1991 1892 1993 1991

1992 1993 1991 1892 1993

21,7 209 21,1 234 2865 274
255 248 234 265 254 273

209 209 29 216 218 214
21,7 211 209 248 262 271
212 207 206 221 287 27

240 29,0 80.0

Tidak Bekerja 20,2 20,5 204
Bekerja 215 22,5 228
Pertanian 19,0 19,0 19,0
Jasa - - 25,0
Swasta 214 22,1 215
PN/ABRI 23,7 26,1 259
N ' 321 334 319

349 347 318 251 289 280

Keterangan: Diolah dari Daftar Pemeriksaan Nikah Tahun 1991, 1992, dan 1993.

kawin bagi penduduk yang bekerja di
sektor pertanian lebih rendah
dibandingkan dengan non pertanian
dengan perbedaan yang signifikan
untuk semua propinsi dan semua
tahun. Apabila pertanian dapat
diidentikkan dengan "tradisional” dan
"belum maju”, sementaranon pertanian
identik dengan "modern” dan "maju”
maka perbedaan ini merupakan
ilustrasi dan memperkuat sinyalemen
sebelumnya bahwa perubahan
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sosial-ekonomi mempunyai pengaruh
terhadap pendewasaan usia kawin.
Pergeseran pekerjaan dari pertanian ke
sektor non pertanian diharapkan juga
akan mampu mendewasakan usia
kawin.

Data dari Catatan Sipil
menunjukkan bahwa perbedaan usia
kawin pertama menurut pekerjaan
mempunyai pola yang sama dengan
data dari KUA, yang menunjukkan
bahwa mereka yang bekerja



mempunyai rata-rata usia kawin yang
lebih tinggi dibandingkan dengan yang
tidak bekerja. Sementara itu mereka
yang bekerja di sektor pertanian juga
mempunyai usia kawin yang relatif
lebih rendah dibandingkan dengan
yang non pertanian.

Rata-rata Usia Kawin menurut Status

Migrasi :

Pada penelitian mi juga dicoba
untuk melihat perbedaan rata-rata usia
kawin menurut status migrasi. Adapun
tipe migrasi yang dapat dikembangkan
dari daftar pemeriksaan nikah adalah
migrasi semasa hidup, yaitu penduduk
yang tempat tinggalnya sekarang
berbeda dengan tempat lahir, dengan
kecamatan sebagai batasan adminis-
trasi. Dasar pemikiran untuk melaku-
kan hal ini adalah bahwa migran pada
umumnya datang dengan membawa
nilai atau norma dari tempat asalnya
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dipengaruhi oleh nilai dan norma
tersebut. Di samping itu proses migrasi
telah menyebabkan seseorang
"kehilangan waktu" untuk kawin,
sehingga migran akan cenderung
mempunyai rata-rata usia kawin yang
lebih tinggi dibandingkan dengan non
migran. Hal mi diperkirakan akan
menyebabkan perbedaan rata-rata usia
kawin migran dengan non migran.
Oleh karena jumlah migran setiap
tahunnya kecil maka dalam analisa
tidak dibedakan menurut tahun.
Hasilnya dapat diamati pada Tabel 9.
Beberapa kesimpulan dapat
diperoleh dari tabel tersebut. Pola
umum yang terjadi adalah bahwa
rata-rata usia kawin migran lebih tinggi
dibandingkan dengan non migran, baik
di desa maupun di kota, laki-laki atau
perempuan. Sementara itu rata-rata
usia kawin migran di kota lebih tinggi
dibandingkan dengan migran di desa.

dan dalam perilakunya masih Kenyataan ini secara implisit
Tabel 9.
Rata-Rata Usia Kawin Migran dan NonMigran
Status Jawa Barat NTB Sulawesi Selatan
Desa Kota Total Desa Kota Total Desa Kota Total

Laki-laki

Migran 2484 2549 2518 2487 2534 2516 2481 2892 26,73

Nonmigran 2393 2479 2416 2347 2426 23,87 2324 2639 24,84

N 483 489 958 4N 503 974 430 393 823
Wanita

Migran 21,20 23.31 2812 2125 2124 2124 2108 2375 22,85

Nonmigran 1985 21,59 2069 2093 2106 21,00 2084 2855 22,06

N 481 492 973 483 526 1009 423 392 820

Sumber: Diolah dari Daftar Pomariksaan Nikah Tahun 1991, 1992, dan 1993.
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merupakan indikasi bahwa mobilitas
penduduk juga mempunyai andil
dalam mempengaruhi usia kawin.
Migrasi misalnya dalam banyak kasus
bermotifkan ekonomi. Dari satu sisi
barangkali hal ini juga bisa menjelaskan
mengapa mereka yang bekerja
Inampunyai rata-rata usia kawin yang
lebih tinggi dibandingkan dengan yang
tidak bekerja.

Analisis Regresi terhadap
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Usia Kawin Pertama.

Dalam analisis ini, semua variabel
independen dibuat variabel dummy,
termasuk pendidikan, karena variabel
ini hanya tersedia dalam ijasah yang di
peroleh. Untuk variabel pekerjaanyang
digunakan dalain analisis ini adalah
klasifikasi bekerja dan tidak bekerja,
karena klasifikasi yang lain, yaitu
pertanian dan non ' pertanian
distribusinya tidak seimbang. Hasil
analisis menunjukkan bahwa di Jawa
Barat seluruh variabel independen
yang meliputi pendidikan dengan
tingkat pendidikan SLA ke atas sebagai
referensi, jenis kelamin, tempat tinggal,
dan pekerjaan mampu menjelaskan
37,2 persen dari variasi usia kawin
pertama. Di antara variabel
independen tersebut, jenis kelamin
ternyata inempunyai kontribusi yang
paling besar (koefisien determinasi =
21,7 persen). Sementara sisanya
dijelaskan oleh variabel independen
lainnya.

Untuk Propinsi NTB, pola yang
ditemui mirip dengan di Jawa Barat.
Semnua variabel independen mem-
punyai hubungan yang linier dengan
usia kawin pertaina. Suinbangan
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terbesar yang inenjelaskan variasi usia
kawin pertama ditunjukkan oleh
variabel jenis kelamin (koefisien
determinasi = 20,06 persen). Sisanya,
yaitu 7,6 persen dijelaskan oleh variabel
lainnya.

Dalam analisis regresi untuk
Sulawesi Selatan, variabel pendidikan
diperlakukan secara lain. Oleh karena
distribusi nilai tidak seimbang maka
dalam hal ini tingkat pendidikan SLP
dan SLA digabung untuk dibanding-
kan dengan pendidikan SD. Hasil
analisis menunjukkan bahwa semua
variabel independen mampu menjelas-
kan sebesar 30,1 persen variasi usia
kawin pertaina di daerah tersebut.
Kontribusi yang paling besar
ditunjukkan oleh variabel pekerjaan
yang dalam hal im diklasifikasikan
menjadi bekerja dan tidak bekerja,
dengan koefisien determinasi = 14,7
persen. Hal yang menarik adalah
bahwa variabel tempat tinggal
mempunyai pengaruh yang hampir
sama besarnya dengan varibel
pekerjaan (koefisien determinasi = 13,3
persen). Baru kemudian diikuti oleh
variabel pendidikan, danjenis kelamin.

Hasil tersebut di atas memberikan
ilustrasi bahwa kemungkinan besar
perbedaan usia kawin pertama di Jawa
Barat dan NTB yang variasinya
sebagian besar dijelaskan oleh jenis
kelamnin merupakan indikasi masih
adanya perbedaan penerimaan
terhadap nilai-nilai perkawinan antara
laki-laki dan perempuan. Hal tersebut
dapat berasal dari si pelaku maupun
dari keluarga. Tetapi hal ini masih
harus dikaji lebih lanjut. Di pihak lain
di Sulawesi Selatan, faktor tempat
tinggal dan pekerjaan inenjadi variabel
yang penting. Berbeda dengan dua



propinsi lainnya, jenis kelamin sangat
kecil pengaruhnya dalam penentuan
usia kawin pertama.

Beberapa Aspek Sosial Kultural
dalam Kaitannya dengan Usia Kawin

Apabila diamati dan dibandingkan
maka hasil penelitian ini menyinipang
dari pola yang selama ini diperoleh,
yaitu bahwa Jawa Barat merupakan
propinsi dengan rata-rata usia kawin
yang paling rendah (lihat hasil sensus
penduduk, SPI 1987 dan SDKI 1991).
Ada kecenderungan bahwa di antara
tiga propinsi yang diteliti justru NTB
yang inempunyai angka paling rendah.
Dengan mendasarkan pada pikiran
semula bahwa ketiga propinsi tersebut
mnewakili kultur yang berbeda maka
pembahasan berikut ini lebih
ditekankan pada hal tersebut.

Rata-rata usia kawin pertama yang
tergolong rendah di NTB, salah satu
faktor yang sangat berperan adalah
budaya kawin lari. Menurut beberapa
suinber, lebih dari 90 persen
masyarakat Suku Sasak 1inasih
melakukan adat ini. Istilah kawin lari di
sini diartikan bahwa sebeluin
memnpelai resini menikah, terlebih
dahulu pihak laki-laki mnelarikan calon
memnpelai wanita, dibawa ke rumah
pihak keluarganya.

Dalamin peristiwa kawin lari,
biasanya pihak keluarga peremnpuan
tahu atau bahkan diberitahu
sebelumnya oleh calon mempelai
bahwa nanti malam anak perempuan-
nya akan dibawa lari atau dicuri oleh
pacarnya, sehingga kadang-kadang
pihak keluarga juga turut inempersiap-
kan baju atau peralatan yang akan
dibawa. Biasanya setelah kejadian pada
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malam pencurian itu, pihak keluarga
perempuan mengadukan pada aparat
desa atau wilayahnya, bahwa anak
perempuannya hilang (dibawa/dicuri
orang). Hal ini dilakukan agar tersiar
kabar di masyarakat bahwa anak
perempuannya hilang/dilarikan,
sehingga tidak ditanggapi serius
sebagaimana peristiwa pencurian yang
sesungguhnya. Kawin Iari hanya
sebagai formalitas dalam rangkaian
adat kebiasaan/budaya setempat.
Selang dua samnpai tiga hari
kemudian, ada utusan dari pihak
laki-laki (yang mencuri/melarikan),
biasanya kepala adatatau kepala dusun
bertindak sebagai perantara untuk
mnemberitahukan kepada pihak
keluarga perempuan (kadang-kadang
juga terlebih dahulu memberi tahu
pada aparat desa ataupun dusun
tempat pihak perempuan tinggal)
bahwa ada anak perempuan berasal
dari wilayah tersebut yang sudah
beberapa hari tinggal di wilayahnya.
Setelah itu diadakan perundingan
untuk membicarakan kapan waktu
untuk pelamnaran (sorong serah)
ataupun hari pernikahan sebaiknya
diadakan. Jika si peinuda inelarikan
gadis lebih dari 3 hari dan belum juga
datang kepada keluarga pihak wanita,
inaka hal itu dianggap sebagai tindak
kriminal atau penculikan dan akan
diselesaikan dengan melibatkan pihak
keamanan ataupun pihak kepolisian.
Dalam pelarian atau selama berada
di rumah calon pengantin laki-laki,
calon pengantin tersebut umumnya
tidak inelakukan hubungan suami-
istri, sampai mereka resmi menikah di
KUA. Perkawinan masih dianggap
sesuatu yang sakral, sehingga
masyarakat masih takut melanggar
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peraturan atau berbuat hal yang akan
menodai perkawinan itu sendiri,
sehingga kasus hamil di luar nikah
(sebeluin inenikah) sangat jarang
dijumpai.

Budaya kawin lari ini terjadi karena
cara normal melamnar gadis untuk
dijadikan istri tidak bisa ditemnpuh.
Masyarakat Suku Sasak merasa sangat
tersinggung dan terhina jika anak
gadisnya dilamar, apalagi jika barang
ataupun uang yang diberikan padasaat
pelamnaran (peningset) itu sedikit
nilainya. Mereka merasa anaknya
dianggap sebagai binatang atau barang
yang bisa dengan mudah dibeli atau
ditukar dengan barang atau uang.
Sebaliknya orang tua lebih bangga
kalau anaknya dicuri atau dilarikan
daripada dibayar ataupun duninta.
Dengan demikian budaya kawin lari ini
tidak dianggap sebagai hal yang
memalukan ataupun meniuinbulkan
masalah, namnun lebih dianggap
sebagai hal yang dapat ineningkatkan
derajat keluarga.

Kawin lari ini terjadi bukan karena
salah satu atau kedua pihak keluarga
tidak setuju, namun hal itu dilakukan
justru untuk menjaga kehornatan
keluarga mereka. Jika anak telah
dibawa lari, mereka punya alasan
untuk segera menikahkan anaknya.
Hal semacain ini sedikit banyak
berperan dalain menentukan rata-rata
usia kawin. Gadis yang sudah terlanjur
dilarikan oleh pacarnya harus segera
dikawinkan sebab jika tidak hal itu
akan mempermalukan keluarga.

Selain adat kawin lari, rendahnya
kesadaran penduduk akan pentingnya
pendidikan berpengaruhjugaterhadap
rendahnya rata-rata usia kawin. Di
kebanyakan daerah pedesaan
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pendidikan mnasih dianggap sebagai
suatu hal yang kurang penting,
khususnya bagi peremnpuan.
Pendidikan anak-anak perempuan di
wilayah tersebut umnuinnya hanya
tamat SD atau SMP saja. Minat orang
tua untuk menyekolahkan anaknya
sainpai ke Perguruan Tinggi juga
beluin begitu tinggi, meskipun
sebetulnya dari segi ekonomi mereka
mampu.

Rata-rata usia kawin yang relatif
tinggi di Jawa Barat tampaknya
merupakan akibat dari bergesernya
pandangan-pandangan lamainengenai
usia kawin dan perkawinan, sehingga
dukungan terhadap usia kawin muda
tidak sebesar dahulu. Perkawman di
bawah 20 tahun biasanya dilakukan
oleh perempuan dengan tingkat
pendidikan rendah (biasanya lulusan
SD), yang kemudian bekerja sebagai
karyawan pabrik atau karyawan toko.
Sedangkan perempuan yang inelanjut-
kan sekolah sampai Pergnruan Tinggi
biasanya mnenikah pada usia di atas 20
tahun. Faktor lain yang inemnpengaruhi
terjadinya usia kawim inuda pada suku
Sunda (terutama di daerah pedesaan/
pedalaman) kecuati faktor pendidikan
(karena kurang tersedianya sarana
pendidikan dan rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat terutama orang
tua untuk menyekolahkan anaknya
samnpai tingkat yang lebih tinggi) juga
faktor ekonomi. Sebagian orang tua
mendorong anaknya (peremnpuan)
untuk segera menikah dengan inaksud
mengurangi-beban orang tua, karena
bila anaknya sudah inenikah (terutaina
dengan laki-laki yang sudah bekerja)
otomatis menjadi tanggung jawab
suaminya. Sehingga ada kalanya pihak
orang tua menjodohkan anak



perempuannya sedini mungkin
dengan laki-laki pilihan mereka.
Perjodohan ini kadang dilakukan
ketika anak-anak mereka masih
kanak-kanak. Hal ini lebih sering
terjadi beberapa tahun silam dan di
daerah pedesaan karena belum ada
peraturan wajib belajar dari
pemerintah. ‘

Penjelasan yang lain dapat
diberikan untuk Sulawesi Selatan yang
mempunyairata-rata usia kawin tinggi.
Secara umum di propinsi Sulawesi
Selatan terdapat 4 etnik yang dianggap
dominan yaitu: Bugis, Makasar,
Mandar dan Toraja. Secara kultural
keempat suku tersebut dibedakan
menjadi dua yaitu suku Bugis, Makasar
dan Mandar di satu sisi dengan suku
Toraja di sisi lain. Kategorisasi
semacam itu muncul berkaitan dengan
perbedaan kebudayaan mereka, suku
Toraja lebih didominasi oleh budaya
lokal yang dikaitkan dengan Agema
Kristen, sedangkan tiga suku yang lain
erat berkaitan dengan Agama Islam.

Dalam pencarian jodoh, terdapat
perbedaan yang cukup besar antara
masyarakat Bugis pedesaan dengan
masyarakat Bugis perkotaan.
Masyarakat Bugis pedesaan umumnya
masih menerapkan aturan pencarian
jodoh seperti yang telah berkembang
sejak awal, walaupun dalam beberapa
hal sudah mengalami perubahan,
namun untuk masyarakat perkotaan
gejala semacam itu sudah mulai
ditinggalkan.

Dalam pencarian jodoh, masyarakat
Bugis memandang bahwa perkawinan
yang ideal adalah: (1) perkawinan yang
disebut assialang marola ialah antara
sepupu derajat kesatu baik dari pihak
ayah maupun ibu, (2) assialannamemang
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adalah perkawinan antara saudara
sepupu derajat kedua, baik dari pihak
ayah maupun ibu, (3) ripaddeppe
mabelae adalah perkawinan antara
saudara sepupu derajat ketiga dari
pihak ayah maupun ibu.

Walaupun beberapa model
perkawinan tersebut di atas dianggap
ideal namun pada kenyataannya saat
ini tidak banyak dipakai dalam
pencarian jodoh terutama di kalangan
masyarakat luas, khususnya pada
masyarakat perkotaan. Cukup banyak
di antara mereka yang melakukan
perkawinan dengan suku bangsa lain,
baik di dalam lingkungan Sulawesi
Selatan maupun di luarnya.

Kesimpulan

Secara umum hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa rata-rata usia
kawin di daerah penelitian tidak
menyimpang jauh dari hasil
perhitungan dengan menggunakan
Sensus Penduduk 1990. Hal ini
merupakan indikasi bahwa daftar
pemeriksaan nikah dari KUA dapat
digunakan sebagai sumber data untuk
studi usia kawin. Nilai kemanfaatan-
nya akan jauh lebih tinggi apabila
dilakukan peningkatan kualitas data.

Secara umum usia kawin pertama
menurut jenis kelamin dan tempat
tinggal menunjukkan pola yang
konsisten dengan hasil dari sensus
penduduk maupun survai, yaitu
bahwa laki-laki mempunyai angka
yang lebih tinggi dibandingkan dengan
perempuan. Demikian pula halnya
bahwa rata-rata usia kawin pertama di
kota lebih tinggi dibandingkan di desa.
Meskipun demikian variasi rata-rata
usia kawin menurut propinsi
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memperlihatkan bahwa Jawa Barat
bukan propinsi yang memnpunyai
angka yang paling rendah sebagai-
mana ditunjukkan oleh sensus
penduduk ataupun survai. Justru Nusa
Tenggara Barat merupakan propinsi
dengan angka yang terendah.

Penjelasan mengenai hal ini
barangkali bersumber pada pemilihan
daerah penelitian. Pada penelitian ini
daerah penelitian tidak bisa mewakili
kondisi propinsi secara umum. Hasil
ini sekaligus merupakan indikasi
bahwa terjadi variasi rata-rata usia
kawin pertama di dalam satu propinsi.
Tidak tertutup kemungkinan apabila
daerah penelitian yang digunakan
adalah daerah dengan kultur yang mix
hasilnya akan lain. Variasi rata-rata
usia kawin tersebut penting untuk
diperhatikan dalam rangka perumusan
kebijaksanaan pendewasaan usia
kawin.

Dari analisis regresi diperoleh
gambaran bahwa variabel yang
mempunyai kontribusi terbesar dalam
menjelaskan variasi usia kawin
pertama, berbeda antara Jawa Barat
dan Nusa Tenggara Barat di satu pihak
dengan Sulawesi Selatan di pihak yang
lain. Oleh karena justru variabel jenis
kelamin yang mempunyai kontribusi
terbesar di dua propinsi yang pertama,
maka akan sangat sulit apabila
intervensi dilakukan didasarkan pada
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hasil ini. Di pihak lain faktor pekerjaan
dan tempat tinggal merupakan faktor
yang dapat diintervensi oleh
pemerintah.

Dari segi sosial budaya, perbedaan
rata-rata usia kawin menurut propinsi
tersebut dapat dijelaskan dengan
beberapa alasan. Usia kawin yang
rendah di NTB mungkin berkaitan erat
dengan budaya kawin lari yang
menurut inforinasi masih dilaksanakan
oleh suku sasak samnpai saat ini.
Sementara itu tingginya usia kawin di
Sulawesi Selatan berkaitan erat dengan
proses perkawinan yang bermuara
pada tingginya maskawin yang harus
disediakan. Ini terbukti dengan data
yang menunjukkan bahwa nilai
maskawin yang dibayarkan di
Sulawesi Selatan jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan dua propinsi
lainnya. Dari satu sisi mekanisme ini
tidak hanya berkait dengan masalah
sosial budaya tetapi juga ekonomi.
Diperoleh informasi bahwa nilai-nilai
budaya yang dahulu berlaku di dalam
masyarakat Jawa Barat sudah mulai
bergeser, sehimgga perkawman usia
muda bukan lagi menjadi kecenderun-
gan yang umum. Tampaknya hal ini
terkait erat dengan semakin
terbukanya informasi, terutama dilihat
dari lokasinya yang relatif dekat
dengan pusat pemerintahan.
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